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 Abstract:  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh total aset pemerintah daerah, aksesibilitas 

internet, dan opini audit terhadap tingkat Internet 

Financial Reporting (IFR) pada pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Penelitian 

kuantitatif ini menggunakan data panel 11 

kabupaten/kota periode 2019-2024 yang dianalisis 

dengan EViews menggunakan model Random Effect. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan 

ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap IFR. 

Secara parsial, aksesibilitas internet berpengaruh 

positif dan signifikan, sedangkan total aset dan opini 

audit tidak berpengaruh signifikan. Koefisien 

determinasi menunjukkan ketiga variabel mampu 

menjelaskan 31,68 persen variasi IFR. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa aksesibilitas infrastruktur 

internet merupakan pendorong utama transparansi 

keuangan digital pemerintah daerah, sementara 

besaran aset dan opini WTP tidak otomatis 

mendorong publikasi laporan keuangan di situs resmi. 
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PENDAHULUAN 
Revolusi industri 4.0 mendorong transformasi digital di sektor publik, termasuk dalam 

pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Internet Financial Reporting (IFR) merupakan 

praktik penyajian laporan keuangan pemerintah melalui internet yang bertujuan meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Prihartono, 2023). Amanat Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan seluruh badan publik 

menjamin aksesibilitas informasi keuangan kepada masyarakat. Namun, implementasi IFR di 

tingkat pemerintah daerah Indonesia masih sangat bervariasi(Diptyana & Rokhmania, 2018) 

menemukan bahwa meskipun hampir semua pemerintah provinsi memiliki situs web, hanya 

sebagian kecil yang secara konsisten mengunggah laporan keuangan secara lengkap. 

Provinsi Jambi mencerminkan ketimpangan serupa. Selama periode 2019–2024, tingkat 

penetrasi internet di provinsi ini melonjak dari 32,8 persen menjadi 85,91 persen, namun skor IFR 

antar kabupaten/kota tidak mengikuti pola linier. Kabupaten Sarolangun dan Kota Jambi mencapai 

skor tinggi (>0,8), sementara Kabupaten Muaro Jambi, Merangin, dan Tanjung Jabung Barat 

memiliki skor sangat rendah, bahkan ada yang tidak pernah mengunggah laporan keuangan selama 

beberapa tahun. Fenomena ini mengindikasikan bahwa transparansi digital tidak semata-mata 

ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur internet, tetapi juga oleh faktor-faktor spesifik daerah. 
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Setidaknya tiga faktor utama diduga memengaruhi tingkat IFR: total aset pemerintah 

daerah, aksesibilitas internet, dan opini audit. Total aset mencerminkan kapasitas fiskal dan ukuran 

organisasi. Berdasarkan Agency Theory, pemerintah daerah sebagai agen berkewajiban 

mengurangi asimetri informasi dengan menyediakan laporan keuangan yang mudah diakses. 

Daerah dengan aset besar secara teoritis memiliki sumber daya lebih untuk mengembangkan IFR. 

Namun, bukti empiris tidak konsisten. (Hardiningsih et al., 2021) menemukan pengaruh signifikan, 

sementara Moehardiono dan (Moehardiono & Yuliati, 2021) serta (Hadianto & Murtin, 2020) 

melaporkan sebaliknya. Di Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan total aset tertinggi 

(Rp5.015,89 miliar) justru memiliki skor IFR rendah (0,236), sedangkan Sarolangun dengan aset 

lebih rendah (Rp2.490,38 miliar) mencapai skor tinggi (0,917). Hal ini menunjukkan hubungan 

yang tidak otomatis. 

Aksesibilitas internet, diukur dengan tingkat penetrasi, merupakan prasyarat teknis bagi 

IFR. Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa semakin tinggi penetrasi internet di 

masyarakat, semakin kuat tekanan normatif bagi pemerintah untuk menyediakan informasi daring, 

karena publik memiliki kemampuan mengakses. Studi (Samsiyah et al., 2018) dan (Elisa, 2017) 

menegaskan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap layanan digital pemerintah. 

Opini audit yang dikeluarkan BPK, terutama predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 

mencerminkan kualitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Dalam 

perspektif Stewardship Theory, pemerintah yang memperoleh opini WTP memiliki insentif 

reputasional untuk lebih transparan, termasuk melalui IFR. Namun, hasil penelitian sebelumnya 

juga beragam: (Hardiningsih et al., 2021) menemukan pengaruh signifikan, sementara (Sarumaha 

et al., 2024) melaporkan tidak signifikan. Di Provinsi Jambi, meskipun seluruh kabupaten/kota 

meraih opini WTP pada 2023–2024, skor IFR tetap sangat bervariasi. Muaro Jambi yang konsisten 

WTP justru memiliki skor IFR terendah, mengindikasikan bahwa opini baik belum otomatis 

mendorong praktik IFR. 

Ketidakkonsistenan temuan sebelumnya menunjukkan adanya research gap, terutama 

karena penelitian tentang determinan IFR di Provinsi Jambi masih sangat terbatas. Karakteristik 

fiskal, geografis, dan infrastruktur digital di Jambi berbeda dengan wilayah lain seperti Jawa atau 

Sumatera Barat, sehingga diperlukan bukti empiris yang kontekstual. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan 

perkembangan total aset, aksesibilitas internet, opini audit, dan tingkat IFR pada kabupaten/kota di 

Provinsi Jambi periode 2019–2024; (2) menguji pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap IFR 

secara parsial dan simultan. Hipotesis yang diajukan adalah: total aset berpengaruh positif terhadap 

IFR; aksesibilitas internet berpengaruh positif terhadap IFR; opini audit berpengaruh positif 

terhadap IFR; dan ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IFR. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal yang 

bertujuan menguji pengaruh total aset pemerintah daerah, aksesibilitas internet, dan opini audit 

terhadap tingkat Internet Financial Reporting (IFR). Populasi penelitian mencakup seluruh 

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang berjumlah 11 daerah. Karena jumlah populasi 

terbatas dan seluruhnya memenuhi kriteria, penelitian ini menggunakan metode sensus sehingga 

tidak ada teknik sampling. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk panel, yang menggabungkan 

dimensi time series (tahun 2019–2024) dan cross-section (11 kabupaten/kota). Sumber data berasal 

dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan 
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(BPK), laporan hasil pemeriksaan BPK, data tingkat penetrasi internet dari Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII), serta hasil observasi langsung pada situs web resmi masing-masing 

pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran 

daring (online observation). 

Definisi operasional variabel adalah sebagai berikut. Variabel dependen adalah tingkat IFR 

yang diukur menggunakan indeks skor berdasarkan tiga komponen: ketersediaan delapan jenis 

dokumen keuangan (LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK, APBD), kemudahan akses 

(menu khusus, jumlah klik ≤3, tautan unduh berfungsi), serta format PDF interaktif. Skor total 

maksimum 12 kemudian dikonversi ke rentang 0–1. Total aset pemerintah daerah sebagai variabel 

independen diambil dari nilai neraca pada LKPD dan ditransformasi ke dalam bentuk logaritma 

natural untuk menormalkan distribusi. Aksesibilitas internet diukur dengan persentase tingkat 

penetrasi internet di Provinsi Jambi yang berlaku sama untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu 

periode waktu. Opini audit dikodekan secara dikotomi: 1 untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dan 0 untuk selain WTP (WDP, TW, atau TMP). Teknik analisis data menggunakan regresi 

data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 13. Model regresi yang dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

IFRit = 𝛽0 + 𝛽1LOGTAit + 𝛽2AIit + 𝛽3OAit + uit 
di mana IFR adalah tingkat Internet Financial Reporting, LOGTA adalah logaritma total 

aset, AI adalah aksesibilitas internet (penetrasi), OA adalah opini audit, β₀ adalah intersep, β₁–β₃ 

adalah koefisien regresi, dan uᵢₜ adalah komponen error. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui 

tiga tahap uji: Uji Chow untuk memilih antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect 

Model (FEM), Uji Hausman untuk memilih antara FEM dan Random Effect Model (REM), serta 

Uji Lagrange Multiplier untuk memilih antara CEM dan REM. Setelah model terpilih, dilakukan 

uji asumsi klasik (normalitas residual, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) serta uji hipotesis 

yang meliputi uji simultan (F), uji parsial (t), dan koefisien determinasi (R²). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perkembangan Internet Financial Reporting (IFR) 

Internet Financial Reporting(IFR) diukur melalui observasi langsung pada website resmi 

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2019–2024. Indeks IFR mencakup 

ketersediaan delapan dokumen keuangan (LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK, APBD), 

kemudahan akses (menu khusus, ≤3 klik, tautan unduh berfungsi), dan format PDF searchable. 

Skor maksimal 12 dikonversi ke rentang 0–1. Semakin tinggi skor, semakin baik transparansi 

digital. 

 

Tabel 1. Perkembangan Rata-Rata IFR Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 
Tahun Rata-Rata IFR Kategori 

2019 0,3182 Rendah 

2020 0,3561 Rendah 

2021 0,4242 Sedang 

2022 0,4394 Sedang 

2023 0,7348 Tinggi 

2024 0,8864 Sangat Tinggi 

Sumber: Website resmi pemerintah daerah (diakses 2026) 

 

Rata-rata IFR meningkat signifikan, terutama pada 2023–2024. Kabupaten Sarolangun 

tertinggi (0,9167), diikuti Kota Jambi (0,8472) dan Tanjung Jabung Timur (0,8194). Sebaliknya, 
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Kabupaten Muaro Jambi terendah (0,2222), diikuti Merangin (0,2361) dan Tanjung Jabung Barat 

(0,2361). Ketimpangan implementasi IFR masih tinggi. 

 

Perkembangan Total Aset Pemerintah Daerah 

Total aset mencerminkan kapasitas fiskal dan ukuran organisasi sektor publik. Data berasal 

dari neraca LKPD yang telah diaudit BPK. 

 

Tabel 2. Perkembangan Rata-Rata Total Aset (dalam miliar rupiah) 
Tahun Rata-Rata Total Aset Pertumbuhan (%) 

2019 2.401,17 - 

2020 2.380,14 -0,88 

2021 2.603,95 9,40 

2022 2.727,00 4,73 

2023 2.842,53 4,24 

2024 2.937,97 3,36 

Sumber: LHP atas LKPD yang telah diaudit BPK (diolah peneliti) 

 

Rata-rata total aset tumbuh 22,36% selama periode. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

tertinggi (Rp5.015,89 miliar), disusul Kota Jambi (Rp4.348,36 miliar). Kota Sungai Penuh 

terendah (Rp1.620,50 miliar). 

 

Perkembangan Aksesibilitas Internet 

Aksesibilitas diukur dengan tingkat penetrasi internet dari APJII. Mengacu pada 

pendekatan (Hardiningsih et al., 2021) tingkat penetrasi diterapkan sama untuk setiap 

kabupaten/kota dalam satu provinsi karena data hingga tingkat kabupaten tidak tersedia secara 

rinci. 

 

Tabel 3. Perkembangan Penetrasi Internet di Provinsi Jambi 
Tahun Penetrasi (%) Kenaikan (poin) 

2019 32,80 - 

2020 41,00 8,20 

2021 56,00 15,00 

2022 70,70 14,70 

2023 80,46 9,76 

2024 85,91 5,45 

Sumber: APJII (2024) 

 

Penetrasi internet meningkat pesat dari 32,80% menjadi 85,91%, menciptakan tekanan 

normatif bagi pemerintah untuk menyediakan informasi daring. 

 

Perkembangan Opini Audit 

Opini audit diperoleh dari LHP BPK. Dikodekan: 1 = WTP, 0 = selain WTP. 

 

Tabel 4. Perkembangan Opini Audit (Persentase WTP) 
Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

% WTP 100 90,91 100 90,91 100 100 

Sumber: LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi (diolah peneliti) 

 

Mayoritas daerah meraih WTP, namun capaian ini tidak otomatis mendorong IFR. 
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Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Tiga uji dilakukan untuk memilih model terbaik antara CEM, FEM, dan REM. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Chow 
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 5.343881 (10,52) 0.0000 

Cross-section Chi-square 46.654545 10 0.0000 

Sumber: Output EViews 13 (diolah) 

 

Nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05. Dengan demikian, H₀ ditolak dan H₁ diterima, sehingga model yang lebih tepat 

berdasarkan Uji Chow adalah Fixed Effect Model (FEM). 

 

Tabel 6. Hasil Uji Hausman 
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 0 3 1 

Sumber: Output EViews 13 (diolah) 

 

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 1,0000 yang lebih besar dari α 

= 0,05. Oleh karena itu, H₀ diterima dan H₁ ditolak, sehingga model yang terpilih adalah Random 

Effect Model (REM). 

 

Tabel 7. Hasil Uji Lagrange Multiplier (Breusch-Pagan) 
Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

Breusch-Pagan 27.180233 0.072281 27.252514 

 (0.0000) (0.7880) (0.0000) 

Sumber: Output EViews 13 (diolah) 

Berdasarkan uji Lagrange Multiplier, nilai probabilitas Both adalah 0,0000 yang lebih kecil 

dari α = 0,05. Dengan demikian, H₀ ditolak dan H₁ diterima, sehingga model yang terpilih adalah 

Random Effect Model (REM). Keputusan ini konsisten dengan hasil uji Hausman. 

Dari ketiga uji pemilihan model, diperoleh keputusan yang konsisten bahwa Random Effect 

Model (REM) merupakan model terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini. 

 

Hasil Estimasi Regresi dan Uji Hipotesis 

 

Tabel 8. Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Model REM 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -1.072391 6.358838 -0.168646 0.866624 

LOGTA 0.034853 0.225137 0.154808 0.877476 

PENETRASI 0.009363 0.001844 5.078209 0.000004 

OPINI 0.032769 0.206253 0.158876 0.874283 

R-squared 0.348331 Mean dependent var 0.204531 

Adjusted R-squared 0.316799 S.D. dependent var 0.318649 

S.E. of regression 0.263383 Sum squared resid 4.300965 

F-statistic 11.046782 Durbin-Watson stat 1.728764 

Prob(F-statistic) 0.000007   



 2933 
ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 

Vol.5, No.7, Juni 2026 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ISSN : 2810-0581 (online) 

 

Unweighted Statistics 

R-squared 0.232913 Mean dependent var 7.545292 
Sum squared resid 7.545292 Durbin-Watson stat 0.526506 

     Sumber: Output EViews 13 (diolah) 

 

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut: 

IFR𝑖𝑡 = −1,0724 − 0,03485LOGTA𝑖𝑡 + 0,009363AI𝑖𝑡 + 0,03277OA𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 
 

Koefisien Determinasi 

Adjusted R² = 0,3168 berarti ketiga variabel independen hanya mampu menjelaskan 

31,68% variasi IFR. Sisanya sebesar 68,32% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, 

seperti kualitas SDM aparatur, komitmen kepala daerah, alokasi anggaran teknologi informasi, dan 

kualitas infrastruktur website. 

 

Uji Parsial (t)  

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap IFR 

(koefisien 0,03485; p=0,8775), sejalan dengan (Moehardiono & Yuliati, 2021) dan (Hadianto & 

Murtin, 2020), yang mengindikasikan bahwa besarnya aset tidak otomatis dialokasikan untuk 

digitalisasi laporan keuangan. Sebaliknya, aksesibilitas internet berpengaruh positif dan signifikan 

(koefisien 0,009363; p=0,0000), di mana setiap kenaikan 1% penetrasi internet meningkatkan skor 

IFR sebesar 0,00936 poin, mendukung temuan (Samsiyah et al., 2018) dan (Elisa, 2017) serta 

menegaskan peran penting penetrasi internet sebagai pendorong utama transparansi digital. 

Sementara itu, opini audit juga tidak berpengaruh signifikan (koefisien 0,03277; p=0,8743), 

berbeda dengan (Hardiningsih et al., 2021) namun sejalan dengan (Sarumaha et al., 2024), 

menunjukkan bahwa opini WTP yang baik belum cukup mendorong publikasi laporan keuangan 

secara daring. 

 

Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa aksesibilitas internet merupakan faktor kunci 

dalam mendorong IFR. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan perluasan infrastruktur digital, 

mereorientasi belanja modal ke pengembangan website dan SIKD, serta menerbitkan peraturan 

yang mewajibkan publikasi laporan keuangan lengkap secara daring. Penelitian selanjutnya 

disarankan menambahkan variabel seperti kualitas SDM, komitmen kepala daerah, dan anggaran 

teknologi informasi. 

 

KESIMPULAN 
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh total aset, aksesibilitas internet, dan opini 

audit terhadap tingkat Internet Financial Reporting (IFR) pada pemerintah kabupaten/kota di 

Provinsi Jambi periode 2019–2024. Secara deskriptif, IFR menunjukkan peningkatan signifikan 

dari 0,318 menjadi 0,886, terutama pada 2023–2024, meskipun ketimpangan antar daerah masih 

tinggi. Total aset tumbuh 22,36%, aksesibilitas internet melonjak dari 32,80% menjadi 85,91%, 

dan opini audit didominasi predikat WTP sepanjang periode. 

Berdasarkan estimasi Random Effect Model (REM), secara simultan ketiga variabel 

berpengaruh signifikan terhadap IFR. Namun secara parsial, hanya aksesibilitas internet yang 

berpengaruh positif dan signifikan (p=0,0000), sementara total aset (p=0,8775) dan opini audit 

(p=0,8743) tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya aset daerah 
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belum tentu dialokasikan untuk digitalisasi laporan keuangan, dan capaian opini WTP tidak 

otomatis mendorong publikasi daring. Ketiga variabel hanya menjelaskan 31,68% variasi IFR, 

sisanya dipengaruhi faktor lain seperti kualitas SDM dan komitmen kepala daerah. 

Pemerintah Provinsi Jambi perlu menerbitkan peraturan gubernur tentang standar minimal 

publikasi laporan keuangan berbasis website, mencakup menu khusus, akses maksimal tiga klik, 

tautan unduh berfungsi, serta kelengkapan delapan jenis dokumen LKPD. Provinsi juga wajib 

melakukan pemantauan dan evaluasi tahunan, memberikan pendampingan teknis intensif bagi 

daerah dengan skor IFR rendah (Muaro Jambi, Merangin, Tanjung Jabung Barat), serta 

memfasilitasi percepatan infrastruktur digital di daerah tertinggal melalui kerja sama dengan 

penyedia telekomunikasi dan alokasi dana khusus. 

Pemerintah kabupaten/kota disarankan mengalokasikan minimal 5–10% belanja modal untuk 

pengembangan website dan sistem informasi keuangan daerah, serta menerbitkan peraturan 

bupati/walikota yang mewajibkan unggah laporan keuangan lengkap setiap tahun dalam format 

PDF interaktif. Daerah dengan IFR rendah segera memperbaiki ketersediaan menu dan tautan 

unduh, sementara daerah dengan IFR tinggi (Sarolangun, Kota Jambi) perlu mempertahankan 

kualitas dan menambah fitur pencarian dokumen serta memastikan ketepatan waktu unggah. 
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